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MOTTO 

 

Kebaha giyaan itu sederhana, ketika orang-orang yang ada di sekeliling kita juga 
ikut bahagia 

 

Kemenangan hanya datang kepada orang yang siap, sedangkan kegagalan akan 
terjadi bila kita menyerah (BJ. Habby) 

 

Hanya dengan mengambil resiko hiduplah kebebasan dapat di-capai, seorang 
yang tidak berani mempertaruhkan hidupnya, tidak diragukan memang dapat 

diakui sebagai pribadi tetapi ia tidak akan mencapai hakekat pengakuan sebagai 
suatu kesadaran diri yang mandiri (Hegel)  
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INTISARI 

Dalam pelaksanaan Pembangunan Desa dinyatakan dalam UU No. 6 Tahun 2014 

Tentang Desa, pada Pasal 81 ayat (1) bahwa, Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan 

Rencana Kerja Pemerintah Desa. Dalam hal pembangunan yang terjadi di Desa Wonokerto 

masih terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan oleh peneliti pada saat pelaksanaan 

Kulia Kerja Nyata (KKN), ditemukan bahwa dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja 

Pemerintah Desa di Desa Wonokerto tidak semua tim penyusun yang di bentuk ikut terlibat 

dalam proses penyusunan rancangan RKP Desa, dan permasalahan lainya juga seperti tidak 

semua unsur masyarakat desa terlibat dalam Musyawarah Desa, tidak semua panitia 

pelaksana RKP Desa yang di bentuk ikut terlibat dalam proses penyusunan Rencana Kerja, 

serta tidak dilakukan pembekalan kepada pelaksana kegiatan (panitia pelaksana RKP Desa) 

oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Serta juga beberapa permasalahan yang ada pada 

pemerintah desa wonokerto seperti, belum optimalnya Infentarisasi sumber PADesa belum 

optimal, dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih tahun 2015-2021, menggantikan Kepala Desa 

periode tahun 2009-2015, merupakan kendala dan permasalahan yang berpengaruh terhadap 

pelaksanaan jalannya Pemerintahan Desa. Dengan tidak adanya kepala desa definitif 

membuat pelaksanaan APBDes Wonokerto tahun 2015 tertunda-tunda. Maka dari itu 

pelaksanaan pembangunan Desa harus terencana dengan baik berdasarkan hasil kajian dan 

analisis yang menyeluruh terhadap segala macam potensi dan masalah yang kemungkinan 

akan dihadapi. Berdasarkan pemikiran tersebut pemerintah Desa Wonokerto beserta 

masyarakat juga berusaha untuk membangun Desa Wonokerto melalui Pelaksanaan Rencana 

Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penyusunan dan Pelaksanaan 

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2016 Di Desa Wonokerto, ada pun jenis 

penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Subyek pada penelitian ini adalah para 

aktor Desa yang berkaitan dengan obyek penelitian sehingga informan dalam penelitian ini 

adalah Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa (Sekertaris Desa, 

Kepala Urusan Perencanaan, Dukuh/Kadus), BPD, Pengurus LPMD, PKK, Pengurus 

KarangTaruna, dan Pengurus PPDI, serta Tim Penyusun RKP Desa. Penulis menggunakan 

tiga macam teknik pengumpulan data yaitu: Interview (wawancara), observasi (pengamatan) 

dan dokumentasi, serta Metode analisi yang digunakan adalah metode deskriptif. 

Berdasarkan analisis terhadap pelaksanaan RKP Desa tahun 2016 di Desa Wonokerto 

bahwa : Pertama. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2016 di 

Desa Wonokerto Secara umum diawali dengan Musyawarah Desa dalam, membentuk Tim 

Penyusun RKP Desa, Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan 

masuk ke Desa, Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, Penyusunan rancangan RKP Desa 

oleh tim penyusun. Namun demikian penyusunan rancangan RKP Desa tidak semua tim yang 

dibentuk ikut terlibat hanya Pemerintah Desa sendirilah yang menyusun, dan dilanjutkan 

dengan Penyusunan RKP Desa pada Musrenbangdes, serta Penetapan RKP Desa dengan 

Peraturan Desa Nomor 12 tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa tahun 2016 

di Desa Wonokerto. Kedua. Pelaksanaan RKP Desa tahun 2016 di Desa Wonokerto 

dilaksanakan secara swakelola, partisipatif, gotong royong, dan swadaya dari masyarakat 

Desa Wonokerto, dimana dalam pelaksanaan kegiatan, Pemerintah Desa bersama-sama 

dengan masyarakat Desa melaksanakan pembangunan, Ketiga. Pengawasan mulai dari 

penyusunan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban, dilakukan oleh Kecamatan Turi 

sebagai delegasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, Pemerintah Desa Wonokerto 

dan BPD Wonokerto serta partisipatif dari unsur masyarakat. 

 

Kata Kunci: Perencanaan, Pembangunan, Pemerintah Desa 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setelah diberlakukannya  Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 

secara tidak langsung membentuk interpretasi baru kebijakan pemerintah dalam 

memposisikan Desa bukan hanya sebagai objek pembangunan, Desa sering dipandang 

sebelah mata dan bahkan dikesampingkan dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, cara pandang ini berdampak pada lebarnya kesenjangan di segala 

aspek bila dibandingkan dengan kota, dimana Desa menjadi pusat/sumber 

keterbelakangan, keterisolasian, kemiskinan, kebodohan, serta rendahnya tingkat 

kesehatan. 

Setelah diterbitkannya UU Desa, secara legalitas Desa kini dipandang sebagai 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diikuti dan 

dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Dengan demikian, proporsionalitas Desa 

sebagai objek harus dihilangkan sebab kini Desa telah memiliki legalitas untuk mengatur 

dan mengurus dirinya sesuai dengan karakterisitik dan potensi yang dimiliki sehingga 

diharapkan kedepan, Desa bukan lagi sebagai pusat/sumber masalah tetapi sebaliknya 

menjadi basis kekuatan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bangsa. 

Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional bukan hanya 

dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di desa, tetapi Desa 
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memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional dari segala aspek, 

baik dari aspek ekonomi, aspek politik, serta aspek sosial budaya (Oka Nyoman 2009). 

Konsep besar Pelaksanaan Pembangunan Desa, didasarkan pada Undang-Undang 

No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan lebih tehnisnya di muat dalam Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang secara 

jelas disebutkan dalam bahwa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas 

hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Oleh karena 

itu pembangunan Desa harus dilakukan dengan baik serta menyentuh kebutuhan riil 

masyarakat, atau dengan kata lain pembangunan di Desa dapat menyentuh langsung 

kepada masyarakat yang ada di Desa. 

Maka dari itu pelaksanaan pembangunan Desa harus terencana dengan baik 

berdasarkan hasil kajian dan analisis yang menyeluruh terhadap segala macam potensi dan 

masalah yang kemungkinan akan dihadapi. Hasil analisis tersebut dijadikan dasar 

pertimbangan dalam perencanaan dan program pembangunan Desa dimasa mendatang 

dengan melibatkan masyarakat secara maksimal, karena pada dasarnya pembangunan 

bertujuan untuk mewujutkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtra (Sutoro Eko 

2005). 

Dalam pelaksanaan pembangunan ada beberapa tahapan yang harus ditempuh 

diantaranya yakni tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahapan ini merupakan 

tahapan yang paling vital dalam proses pelaksanaan pembangunan dan juga merupakan 

suatu hal yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan (Wahyudin Kessa 2015). 

Hal ini pun secara langsung juga telah dimuat dalam UU No. 6/2014 Pasal 78 ayat (2), 

bahwa pembangunan Desa meliputi tahap Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. 

Dengan demikian tiga tahapan tersebut merupakan proses yang sangat penting 

dalam pelaksanaan pembangunan. Muhi Ali Hanapiah (2011) Salah satu kunci dari 
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keberhasilan tujuan pembangunan adalah sejauh mana pelaksanaan pembangunan 

dilakukan. Dan dalam kerangka Pembangunan Desa “Desa Membangun” harus dimulai 

dari proses perencanaan desa yang baik, dan diikuti dengan tatakelola program yang baik 

pula. Pembangunan Desa yang efektif bukanlah semata-mata karena adanya kesempatan 

melainkan merupakan hasil dari penentuan pilihan-pilihan prioritas kegiatan, bukan hasil 

coba-coba, tetapi akibat perencanaan yang baik (Wahyudin Kessa 2015). 

Dalam pelaksanaan Pembangunan Desa dinyatakan dalam UU No. 6 Tahun 2014 

Tentang Desa, pada Pasal 81 ayat (1) bahwa, Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai 

dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Dengan demikian Desa diharuskan 

dan menjadi prasarat dalam pelaksanaan pembangunan Desa serta prasyarat penerimaan 

dana Desa dengan membuat Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), dan 

dalam pelaksanaannya juga harus melibatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan 

(Harry Cristian 2015). Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) atau disebut juga 

Rencana Pembangunan Tahunan Desa merupakan suatu Dokumen perencanaan 

pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa, dan PERMENDAGRI No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, 

untuk proses pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa (Harry Cristian 2015). 

Pada umumnya, RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat 

prioritas program, kegiatan dan anggaran pembangunan desa, baik yang dilaksanakan 

langsung oleh pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi 

masyarakat, yang selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa). 

Dalam Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dimulai dengan 

Proses penyusunan RKP Desa berdasarkan pada proses penjaringan aspirasi yang 
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diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dimulai dari 

Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

Desa (Musrenbangdes) sebagai tahap akhir dalam penentuan kebijakan pembangunan di 

tingkat desa. 

RKP Desa sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan menjadi pedoman 

dalam penyusunan RAPBDesa Sebagai dokumen resmi Desa, serta juga mempunyai 

kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan dan penganggaran 

Tahunan Desa. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

memberikan ruang yang cukup membawa perubahan paradigma pemerintahan yang 

mendasar dari sentralisasi menjadi desentralisasi kepada Pemerintah Desa untuk lebih 

mengoptimalkan kondisi kewilayahan, Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam 

(SDA) dan potensi sumber pendapatan yang ada dalam menyusun perencanaan 

pembangunan di tingkatan Desa (Harry Cristian 2015). 

Berdasarkan pemikiran tersebut pemerintah Desa Wonokerto beserta masyarakat 

juga berusaha untuk membangun Desa Wonokerto melalui Pelaksanaan Rencana Kerja 

Pemerintah Desa (RKP Desa). Desa Wonokerto adalah salah satu Desa di Kecamatan 

Turi, Kabupaten Sleman yang secara administratif berada di Daerah Istimewa Yogyakarta 

(DIY). Desa wonokerto merupakan suatu desa yang masyarakatnya majemuk, baik dari 

segi sosial budaya, segi ekonomi mau pun agama. 

Dalam hal pembangunan yang terjadi di Desa Wonokerto masih terdapat 

beberapa permasalahan yang ditemukan oleh peneliti pada saat pelaksanaan Kulia Kerja 

Nyata (KKN), ditemukan bahwa dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah 

Desa di Desa Wonokerto tidak semua tim penyusun yang di bentuk ikut terlibat dalam 

proses penyusunan rancangan RKP Desa, dan permasalahan lainya juga seperti tidak 

semua unsur masyarakat desa terlibat dalam Musyawarah Desa, tidak semua panitia 
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pelaksana RKP Desa yang di bentuk ikut terlibat dalam proses penyusunan Rencana Kerja, 

serta tidak dilakukan pembekalan kepada pelaksana kegiatan (panitia pelaksana RKP 

Desa) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. 

Serta juga beberapa permasalahan yang ada pada pemerintah desa wonokerto 

seperti, belum optimalnya Infentarisasi sumber PADesa belum optimal, dan Pelantikan 

Kepala Desa Terpilih tahun 2015-2021, menggantikan Kepala Desa periode tahun 2009-

2015, merupakan kendala dan permasalahan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan 

jalannya Pemerintahan Desa. Dengan tidak adanya kepala desa definitif membuat 

pelaksanaan APBDes Wonokerto tahun 2015 tertunda-tunda. Berkas APBDes tahun 2015 

sudah siap namun tidak bisa diverifikasi. Hal ini membuat hambatan bagi semua kegiatan 

yang akan dilaksanakan. beberapa pelaksanaan program masih terhambat . 

Selain masalah-masalah tersebut, terdapat pula beragam potensi yang ditemukan 

peneliti pada saat pelaksanaan Kulia Kerja Nyata (KKN) di Desa Wonokerto, seperti 

kuatnya Gotong royong serta swadaya dari masyarakat, lengkapnya organisasi unsur 

masyarakat Desa seperti PKK. LPMD, Karangtaruna, organisasi kelompok difabel serta 

tokoh agama, tokoh masyarakat, kelompok tani dan kelompok perajin. Dan ada pun 

potensi sumber daya alam seperti terdapat 26 sumber mata air, beberapa tambang batu dan 

pasir kali, potensi pertanian contohnya perkebunan salak, peternakan contohnya ternak 

sapi, ternak kambing, dan ternak ayam, dan perikanan seperti ikan lele. Serta industri 

rumahan yang meliputi industri rumahan keripik pisang, dan industri rumahan lainnya. 

Desa Wonokerto memiliki potensi lain yakni tahah yang sangat produktif hal ini 

dikarenakan secara geografis Desa Wonokerto berada di kaki gunung berapi Daerah 

Istimewa Yogyakarta sehingga tanah tersebut di campuri oleh hamparan debu vulkanik 

yang diakibatkan dari meletusnya gunung merapi. 
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Suatu kondisi yang demikian menarik untuk mengetahui dan diteliti lebih dalam 

terkait dengan bagaimana Pemerintah Desa beserta masyarakat desa Wonokerto dalam 

menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) di Desa 

Wonokerto. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan 

masalah pokok dalam penelitian ini sebagai berikut : 

Bagaimana Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa 

(RKPDesa) Tahun 2016 Di Desa Wonokerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

Untuk Mendeskripsikan Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Kerja 

Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2016 Di Desa Wonokerto Kecamatan Turi 

Kabupaten Sleman 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari pemelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1. Peneliti. 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan Dapat menambah referensi 

khususnya menyangkut masalah pembangunan Desa 

2. Pemerintah Desa Wonokerto. 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan Pemerintah Desa Wonokerto dapat 

menjadikannya sebagai refleksi dalam penyempurnaan proses pelaksanaan 

pembangunan desa pada tahun berikutnya sehingga dapat mensejahterakan seluruh 

masyarakat yang ada di Desa Wonokerto dengan pertimbangan-pertimbangan yang 

objektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga sesuai dengan target dan 
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